BAB IV
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung dan merupakan
pusat kegiatan pemerintahan, sosia, politik, pendidikan dan kebudayaan serta
kegiatan perekonomian. Secara geografis terletak pada 5°20° sampai dengan 5°30°
Lintang Selatan dan 105°28” sampai dengan 105°37” Bujur Timur. Ibukota Bandar
Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera,
memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 km?) dan luas perairan kurang

lebih 39,82 km? dan secara administratif dibatasi oleh :

Sebelah Utara :  Kabupaten Lampung Selatan;
Sebelah Selatan : Teluk Lampung;

Sebelah Barat . Kabupaten Pesawaran;
Sebelah Timur :  Kabupaten Lampung Sel atan.

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai
sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan
antara 0 sampai 500 m Daerah dengan topografi perbukitan hinggga bergunung

membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung
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Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di

sebelah Timur.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perbukitan, seperti
Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing, dan Gunung
Kapuk. Luaswilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total wilayah, landai
hingga miring meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring hingga curam

meliputi 4% total wilayah.

Penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai macam
suku. Jumlah penduduk yang berada di setiap kecamatan di Bandar Lampung juga
beraneka ragam sesuai dengan besarnya luas wilayah setiap kecamatan dan
pertumbuhan yang secara alami terjadi baik kelahiran maupun kematian serta

perpindahan penduduk.

1. Wilayah panta terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau
dibagian Selatan

2. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian
Utara

3. Wilayah perbukitan terdapat disekitar Telukbetung bagian Utara

4. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung
Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta

perbukitan Batu Serampok dibagian Timur.

Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 Kecamatan, 98
Kelurahan, 246 Lingkungan, serta 2.672 RT. Penduduk Kota Bandar Lampung

berdasarkan Sensus Penduduk Nasiona yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik



52

(BPS) berjumlah 881.801 jiwa yang terdiri dari 445.959 jiwa penduduk laki-laki
dan 435.842 jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduk kota paling banyak
berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan yang berjumlah 92.156 jiwa,
sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Tanjung Senang dengan jumlah
41.225 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk kota mengalami  pertumbuhan

rata-rata sekitar 2.76% pertahunnya.

Berdasarkan data Laporan Readisasi Keuangan APBD Kota Bandar Lampung,
maka terlihat pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan rata-rata
berkisar 14% per tahun. Sedangkan DAU maupun DAK yang masuk dalam
pendapatan transfer meningkat rata-rata 10% pertahun. Namun bila dilihat dari
belanja modal untuk pembangunan masih dibawah 10% dari total belanja, porsi
besar masih di kegiatan belanja operasiona sekitar 86% per tahun dari total
belanja dan dari posis keuangan surplus atau defisit tahun berjalan mengalami

penurunan rata-rata 4% per tahun.

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan Daerah yang
dicerminkan melalui pendapatan daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus,
dana darurat, dana Pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya
dibatass untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi dengan belanja
pegawai, dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Peta Kapasitas Fiskal
adalah pengelompokan Daerah berdasarkan kapasitas fiskal menjadi empat
kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan
rendah. Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk menetapkan besaran hibah bagi

masing-masing Daerah. Besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada
Kementerian Negara/Lembaga terkait dan diprioritaskan kepada Daerah dengan
kapasitas fiskal rendah. Dalam hal hibah mensyaratkan adanya dana pendamping,
Daerah wajib menyediakan dana pendamping dimaksud dalam APBD. Bila
melihat kemampuan keuangan Kota Bandar Lampung, maka masuk kategori

sedang dan tinggi.

Secara umum kondisi perekonomian kota Bandar Lampung cukup baik, terlihat
dari PDRB tahun 2006 sebesar Rp. 5.079 trilyun meningkat menjadi Rp. 6.540
trilyun, rata-rata kenaikan per tahun sebesar 6.53%. dan hal ini berdampak pada
peningkatan pendapatan per kapita rata-rata 4.62% per tahun, sehingga di tahun
2010 menjadi Rp. 7.417.230,- per kapita. Secara tahunan, lgju inflasi Kota Bandar
Lampung bulan Desember 2008 tercatat sebesar 12,81%. Angka tersebut lebih
tinggi dibandingkan inflasi pada periode yang sama tahun 2007 (6,8%) dan
dibandingkan dengan inflas nasional pada periode yang sama di tahun 2008
(11,06 %). Hal ini disinyalir sebaga akibat dari ggolak harga komoditi. Dan
secara triwulanan, terjadi penurunan tekanan inflasi sebagai akibat dari tren

penurunan harga pasca perayaan hari besar keagamaan.

Organisasi Pemerintah Kota Bandar Lampung sesual dengan peraturan yang
berlaku, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah dinas yang ada berjumlah
16 dinas dan 13 lembaga teknis, pemerintahan 13 kecamatan membawahi 98
kelurahan, dan Satpol PP. sedangkan Sekretariat Kota dibantu Asisten dan staf

ahli untuk masing-masing bidang.



B. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP)
Kota Bandar Lampung

1. Sgarah Singkat Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota
Bandar Lampung

Segjak UU Otonomi Daerah diberlakukan tahun 1999, pemerintah daerah
mempunyai tugas yang berat dalam meningkatkan pendapatan sebagal salah
satu sumber pembiayaan pembangunan daerah setempat. Satu-satunya cara
untuk menghidupkan perekonomian daerah adalah dengan mendorong
investasi. Investas tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan sektor swasta dan

masyarakat |uas, mengingat keterbatasan pemerintah.

Salah satu kendala bagi munculnya minat berinvestasi adalah proses perizinan
usaha yang terkesan berbdit dan tidak transparan. Hal ini memberikan
dasar pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan proses
perizinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal dengan One Sop
Service (OSS). Dalam upaya untuk meningkatkan arus masuk investasi PMA
dan PMDN ke daerah, penerapan OSS menjadi sangat strategis dan mendesak.
Investor membutuhkan layanan perizinan investasi dengan kepastian biaya,
waktu, dan persyaratan yang jelas. Bebergpa jenis layanan dalam OSS
adalah Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat lzin Usaha Industri
(SIUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), tanda Daftar Gudang, 1zin
Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO/ITU), Pajak Reklame, Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), lzin Penggunaan Bangunan (IPB), dan Rencana Peta

(Advice Planning).
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Dalan menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang,
Aparatur Negaral aparatur pemerintah sudah seyogyanya memberikan
pelayanan kepada publik yang sebaik-baiknya, yang berorientasi pada
kebutuhan dan kepuasan penerima layanan/ masyarakat.Berlakunya Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.
12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat Pemerintah Daerah
lebih leluasa dalam mengatur daerahnya termasuk dalam memberikan
pelayanan kepada publik, baik kelompok pelayanan yang bersifat
administratif (perizinan), barang (jaringan listrik, jaringan telpon dan

lainnya), maupun jasa (pendidikan, kesehatan dan lainnya).

Reformasi pelayanan publik bidang perizinan dimulai dengan terbitnya Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri N0.503/125/PUOD tanggal 16 Januari
1997 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Kemudian
dilanjutkan dengan terbitnya Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai bentuk
implementasi dari Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Investasi. Ide dasar dari kebijakan ini adalah mengintegrasikan
seluruh proses perizinan kedalam suatu sistem Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) atau One Sop Service.

Kebijakan pemerintah tersebut perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah
Kabupaten/K ota sebagai penyelenggara layanan langsung kepada masyarakat.

Reformasi pelayanan publik terutama bidang perizinan yang berkaitan dengan



56

investas merupakan suatu urgenitas bagi pemerintah daerah dalam rangka
terciptanyaiklim investasi yang kondusif di daerah. Semangat reformasi yang
didukung oleh komitmen, daya inovasi, sensitivitas pemerintah daerah dalam
merangkum dan menjawab kebutuhan masyarakat dan kreatifitas daerah

yang tinggi sangat diperlukan untuk keberhasilan reformasi tersebut.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merespon positif kebijakan tersebut
dengan mengimplementasikan kebijakan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) atau One Sop Service. Adapun langkah pertama yang
dilakukan adalah restrukturisasi organisasi dan perangkat daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Sataun Polisi Pamong Praja Daerah Kota
Bandar Lampung. Dimana Perda ini merupakan implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisas Perangkat Daerah.

Sataun Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk menangani
bidang perizinan berdasarkan perda tersebut adalah Badan Penanaman Modal
dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung. Daam melaksanakan
tugasnya, BPMP berpedoman pada Peraturan Walikota Bandar Lampung
Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungs dan Tata Kerja Badan
Penanaman Moda dan Perizinan Kota Bandar Lampung serta Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor: 37 Tahun 2008 yang telah diganti
dengan Perda KotaBandar Lampung Nomor 82 Tahun 2008 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada K epala Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Dengan
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dibentuknya Badan Penanaman Moda dan Perizinan (BPMP) Kota
Bandar Lampung ini, dihargpkan iklim investas di Kota Bandar Lampung
akan membaik, yang mana hal itu secara otomatis akan berimbas kepada
meningkatnya Pendapatan Adli  Daerah (PAD) dan meningkatnya
kesg ahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung pada umumnya.

. Vis dan Mis Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP)
Kota Bandar Lampung

Sebagal suatu unit kerja yang baru dibentuk banyak tugas dan tantangan
yang harus diselesaikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, sebagai
panduan pencapaian tujuan ditetapkan Visi yang merupakan pandangan jauh

ke depan, sebagai cita-cita yang ingin dicapal oleh suatu organisasi.

Visi Badan Penanaman Moda dan Perizinan Kota Bandar Lampung disusun
dengan memperhatikan kondisi dan potensi unit kerja Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, aspirasi dan konsensus
jgaran pimpinan dan staf Badan Penanaman Moda dan Perizinan Kota
Bandar Lampung, serta kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan; yaitu:
“Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan dan

Akuntabel Untuk Mendorong Investasi di Bandar Lampung”.

Wujud dari vis tersebut adalah meningkatnya iklim investasi yang kondusif
dan meningkatnya PAD dari sektor perizinan, dengan indikator pertumbuhan
investas daerah (PMA dan PMDN) sebesar 9% serta kemudahan dan bebas
biaya perizinan bagi usaha kecil. Untuk mencapa visi dirumuskan mis

dengan maksud unsur-unsur yang berkepentingan dapat mengena Badan
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Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dengan mengetahui
peran dan program-program prioritasnya termasuk sasaran yang akan dicapal

pada masa datang.

Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung

adal ah sebagal berikut:

1) Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melaui peningkatan
kualitas SDM aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik. Untuk
Misi Pertama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar
Lampung diharapkan mampu Menciptakan pelayanan perizinan yang
prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional
dan sistem kerjayang baik. Sehingga mampu Mewujudkan pelayanan
perizinan yang Cepat, Mudah, transparan dan Akuntabel.

2) Mewujudkan iklim Investasi yang kondusif dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk Misi Kedua Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung diharapkan mampu
Mewujudkan iklim Investasi yang kondusif dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga mampu Menciptakan dan
mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama dan kemitraan antar
pemerintah daerah dan swasta dan Meningkatkan Jaringan Informasi dan
Promosi di bidang investasi dan perizinan.

3. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan

Penanaman M odal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal

dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung merupakan suatu usaha untuk
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memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Bandar Lampung.

Pelembagaan sistem PTSP dilaksanakan oleh BPMP Kota Bandar Lampung,

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai
Jenis, Prosedur dan mekanisme Pelayanan Perizinan yang telah di sahkan
sebagai Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 161.a/20/HK/2008

b. Menggunakan seragam khusus yang disahkan sebagai Peraturan Walikota
Bandar Lampung No. 58 Tahun 2008 untuk mewujudkan pendekatan
pelayanan kepada masyarakat, merubah citra aparatur, dan menghilangkan
kesan birokrasi.

c. Membuat ruang pelayanan perizinan dengan tingkat kenyamanan
seoptimal mungkin dengan anggaran yang ada.

d. Membuat loket pengaduan masyarakat, sebaga sadah satu instrumen

koreksi kinerja BPMP dalam melakukan pelayanan.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pada BPMP Kota Bandar
Lampung maka terlihat adanya peningkatan kualitas layanan yaitu
semakin cepatnya prosedur perizinan. Misalnya KRK dan IMB, jika pada
instans teknis sebelumnya (Dinas Tata Kota) memerlukan waktu kurang lebih
4 (empat) bulan, tapi setelah pengurusan izin dilakukan pada BPMP, hanya
memakan waktu 30 (tigapuluh) hari kerja. SITU yang sebelumnya
menghabiskan waktu 3 (tiga) minggu, di BPMP hanya 7 (tujuh) hari
kerja (sesuai SOP BPMP), dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat
dismpulkan bahwa BPMP Kota Bandar Lampung telah melakukan

penyelenggaraan perizinan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25
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Tahun 2007 dan Permendagri No. 24 Tahun 2006 yang telah diganti

dengan Permendagri No. 20 Tahun 2008.

Sgjalan dengan ha itu maka Pemerintah Kota Bandar Lampung telah
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Sataun
Polisi Pamong Prga Daerah Kota Bandar Lampung yang mana salah satu
lembaga teknis yang dibentuk adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan
sebagal implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. Dengan dibentuknya sistem pelayanan terpadu satu pintu tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra aparatur pemerintah,
menyederhanakan birokras dan peningkatana mutu pelayanan kepada

masyarakat serta tercapai nya peningkatan Pendapatan Adli Daerah (PAD).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk
melakukan inovasi, mengatur dan membuat berbagai kebijakan pembangunan
serta peningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat sehingga
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar merupakan
pelayanan yang prima. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari
aparatur pemerintah merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda tunda lagi

pelaksanaanya karena merupakan manifestas dari aparatur pemerintahan
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selaku abdi masyarakat dan abdi negara, selain itu arus globalisasi dan
persaingan pasar bebas serta tuntutan dunia bisnis yang semakin libera
menginginkan adanya berbagai kemudahan dalam melakukan investasi usaha
khususnya dalam pengurusan seluruh perizin dapat dilakukan dalam satu

wadah (one stop service).

Pelembagaan PTSP pada BPMP Kota Bandar Lampung, dari pelayanan
yang sebelumnya terpisah-pisah pada berbaga instansi seperti Badan
Penanaman Moda dan Perizinan, Dinas Tata Kota serta Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata menjadi pelayanan yang terpadu, secara terperinci
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Proses
pelembagaan PTSP pada BPMP Kota Bandar Lampung sepenuhnya mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah
diurakkan di atas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.



